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ABSTRAK 
Penelitianini dilakukan dengan tujuan untuk 
mengetahui bagaimana jual beli atas Satuan 
Rumah Susun (SARUSUN) menurut-Undang 
Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun 
dan bagaimana hak kepemilikan atas Satuan 
Ruman Susun (SARUSUN) setelah terjadinya 
jual-beli.  Dengan menggunakan metode 
penelitian yuridis normatif, disimpulkan : 1. Jual 
beli atas Satuan Rumah Susun (SARUSUN) 
menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2011 Tentang Rumah Susun yang dilakukan 
baik sebelum atau sesudah pembangunan 
rumah susun selesai, memerlukan bukti adanya 
Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), Akta Jual 
Beli (AJB), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), 
Sertifikat Laik Fungsi, Sertifikat Hak Milik (SHM) 
dan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung 
Sarusun (SKBG), untuk memberikan kepastian 
hukum bagi pihak pelaku pembangunan 
sebagai penjual dan pembeli mengenai hak dan 
kewajiban para pihak. 2. Hak kepemilikan atas 
Satuan Ruman Susun (SARUSUN) setelah 
terjadinya jual-beli, merupakan hak yang 
bersifat perseorangan yang terpisah dengan 
hak bersama atas bagian bersama, benda 
bersama, dan tanah bersama. Hak atas bagian 
bersama, benda bersama, dan tanah bersama 
dihitung berdasarkan atas Nilai Perbandingan 
Proporsional (NPP). Sebagai tanda bukti 
kepemilikan atas sarusun diterbitkan SHM dan 
Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung 
Sarusun (SKBG). 
Kata kunci: Jual Beli, Satuan Rumah Susun. 
 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Sesuai ketentuan-ketentuan dalam Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah, 
diketahui ada jenis-jenis rumah susun yang 
diupayakan pembangunannya oleh pemerintah, 
seperti: rumah susun umum, rumah susun 
khusus, rumah susun negara dan rumah susun 
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komersial. Adanya pengaturan mengenai 
rumah susun umum dimaksudkan untuk 
memberikan kesempatan kepada Masyarakat 
Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk dapat 
memiliki satuan rumah susun yang layak 
tinggal. 
Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, 
Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1) 
menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup 
sejahtera, lahir dan batin, bertempat 
tinggal,dan mendapatkan lingkungan hidup 
yang baik dan sehat.Tempat tinggal mempunyai 
peran strategis dalam pembentukan watak dan 
kepribadian bangsaserta sebagai salah satu 
upaya membangun manusia Indonesia 
seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif. 
Oleh karena itu, negara bertanggung jawab 
untuk menjamin pemenuhan hak akan tempat 
tinggal dalam bentuk rumah yang layak dan 
terjangkau. 
Pemenuhan hak atas rumah merupakan 
masalah nasional yang dampaknya sangat 
dirasakan di seluruh wilayah tanah air. Hal itu 
dapat dilihat dari masih banyaknya Masyarakat 
Berpengahsilan Rendah (MBR) yang belum 
dapat menghuni rumah yang layak, khususnya 
di perkotaan yang mengakibatkan 
terbentuknya  kawasan kumuh. Pemenuhan 
kebutuhan perumahan tersebut salah satunya 
dapat dilakukan melalui pembangunan rumah 
susun sebagai bagian dari pembangunan 
perumahan mengingat keterbatasan lahan di 
perkotaan. Pembangunan rumah susun 
diharapkan mampu mendorong pembangunan 
perkotaan yang sekaligus menjadi solusi 
peningkatan  kualitas permukiman.3  
Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2011 tentang Rumah Susun tentunya 
didasarkan pada tujuan hukum untuk 
memberikan kepastian hukum bagi masyarakat 
untuk memperoleh rumah yang layak tinggal 
dan harga rumah tersebut dapat dijangkau oleh 
masyarakat, khususnya masyarakat 
berpenghasilan rendah. Hal ini menunjukkan 
adanya upaya pemerintah untuk memberikan 
rasa keadilan bagi semua warga negara. 
Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah 
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Susun.I.Umum, hal mendasar yang diatur dalam 
Undang-Undang ini, antara lain, mengenai 
jaminan kepastian hukum kepemilikan dan 
kepenghunian atas sarusun bagi MBR; adanya 
badan yang menjamin penyediaan rumah susun 
umum dan rumah susun khusus; pemanfaatan 
barang milik negara/daerah yang berupa tanah 
dan pendayagunaan tanah wakaf; kewajiban 
pelaku pembangunan rumah susun komersial 
untuk menyediakan rumah susun umum; 
pemberian insentif kepada pelaku 
pembangunan rumah susun umum dan rumah 
susun khusus; bantuan dan kemudahan bagi 
MBR; serta pelindungan konsumen.  
Sistem bangunan/gedung bertingkat yang 
ruangnya dapat dipakai secara individual sudah 
lama dikenal dan dilaksanakan di berbagai kota 
besar di Indonesia, di mana pemegang hak atas 
tanah tersebut adalah sekaligus merupakan 
pemilik gedung. Awalnya hanyalah ada 
hubungan sewa menyewa antara pemilik tanah 
dan sekaligus pemilik bangunan dengan para 
pemakai dari ruang-ruang dalam 
bangunan/gedung bertingkat tersebut.4 
Dengan adanya undang-undang rumah 
susun telah memperkenalkan untuk kemudian 
menjalankan adanya lembaga kepemilikan baru 
sebagai hak kebendaan yaitu adanya Hak Milik 
Satuan Rumah Susun (HMSRS) yang terdiri atas 
hak perorangan atas unit satuan rumah susun 
dan hak atas tanah bersama, atas benda 
bersama, serta atas bagian bersama yang 
kesemuanya merupakan satu kesatuan yang 
tidak terpisahkan dengan satuan-satuan yang 
bersangkutan.5 
Jual-beli satuan rumah susun menunjukkan 
adanya hubungan hukum antara pelaku 
pembangunan rumah susun sebagai pihak 
penjual dan pihak pembeli. Hubungan hukum 
dalam jual beli rumah susun tentunya harus 
dilakukan melalui pembuatan perjanjian jual 
beli, agar supaya para pihak memiliki kepastian 
hukum mengenai hak-hak para pihak dan 
kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. 
Perikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB) merupakan 
jaminan atas perlindungan hukum bagi para 
pihak apabila dikemudian hari terjadi sengketa, 
sehingga para pihak perlu dengan cermat dan 
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teliti dalam membuat perikatan perjanjian jual 
beli yang harus disesuaikan dengan ketentuan-
ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2011 tentang Rumah Susun. Perikatan 
Perjanjian Jual Beli satuan rumah susun wajib 
dibuat oleh penjual dan pembeli. 
Penulisan ini akan membahas mengenai jual 
beli atas Satuan Rumah Susun (SARUSUN) dan 
hak kepemilikan atas satuan ruman susun 
setelah terjadinya jual-beli.  
 
B. RUMUSAN MASALAH 
1. Bagaimanakah jual beli atas Satuan Rumah 
Susun (SARUSUN) menurut-Undang Nomor 
20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun ? 
2. Bagaimanakah hak kepemilikan atas Satuan 
Ruman Susun (SARUSUN) setelah terjadinya 
jual-beli ? 
 
C. METODE PENELITIAN 
Penulisan suatu karya ilmiah harus disusun 
dengan menggunakan metode penelitian agar 
supaya dapat tersusun secara logis dan 
sistematis sehingga dapat 
dipertanggungjawabkan secara ilmiah,maka 
metode penelitian hukum normatif digunakan 
dalam penyusunan karya ilmiah. Oleh karena 
itu dilakukan dengan cara meneliti bahan 
pustaka atau data sekunder.  
 
PEMBAHASAN 
A. Jual Beli Atas Satuan Rumah Susun 
(Sarusun) Menurut Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah 
Susun  
Jual beli adalah persetujuan saling mengikat 
antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan 
barang dan pembeli sebagai pihak yang 
membayar harga barang yang dijual.6  
Satuan rumah susun dapat disebut sebagai 
benda tidak bergerak, karena dari segi sifatnya, 
tidak dapat dipindahkan dari tempatnya. 
Satuan rumah susun dapat menjadi objek 
dalam suatu hubungan hukum, antara pihak 
pelaku pembangunan rumah susun sebagai 
pihak penjual dengan pihak pembeli dengan 
pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli 
(PPJB). 
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Yang disebut dengan benda atau barang 
adalah sesuatu yang dapat dimiliki oleh 
manusia pada umumnya. Benda ada 2 (dua) 
macam yaitu benda bergerak dan benda tidak 
bergerak. Untuk dapat mengatakan sebuah 
benda itu sebagai benda bergerak atau benda 
tidak bergerak biasanya yang digunakan 
sebagai ukuran adalah dilihat dari segi sifatnya, 
apakah benda yang bersangkutan dapat 
dipindahkan dari tempatnya atau tidak. 7  
Beberapa hal penting berkaitan dengan jual beli 
atas Satuan Rumah Susun (SARUSUN) menurut 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 
Tentang Rumah Susun.  
 
B. Hak Kepemilikan Atas Satuan Ruman Susun 
(Sarusun) Setelah Terjadinya Jual-Beli  
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 
tentang Rumah Susun, mengatur adanya hak 
perseorangan atas satuan rumah susun dan hak 
bersama, atas bagian bersama, benda dan 
tanah.  
Konsep dasar yang melandasi Hak Milik 
Satuan Atas Rumah Susun (HMSRS) adalah 
berpangkal dari teori tentang kepemilikan atas 
suatu benda, bahwa benda/bangunan dapat 
dimiliki oleh seorang, dua orang atau bahkan 
lebih yang dikenal dengan istilah kepemilikan 
bersama. 8  Sesuai dengan konsep tersebut, 
maka undang-undang rumah susun telah 
merumuskan jenis kepemilikan perorangan dan 
pemilikan bersama dalam suatu kesatuan jenis 
pemilikan yang baru yang disebut dengan Hak 
Milik Atas Rumah Susun yang pengertianya 
adalah hak pemilikan perseorangan atas satuan 
(unit) rumah susun, meliputi hak bersama atas 
bangunan, benda dan tanah.9 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 
tentang Rumah Susun, mengatur mengenai 
Pemilikan Sarusun, Pasal 46 ayat  
(1) Hak kepemilikan atas sarusun merupakan 
hak milik atas sarusun yang bersifat 
perseorangan yang terpisah dengan hak 
bersama atas bagian bersama, benda  
bersama, dan tanah bersama.  
(2) Hak atas bagian bersama, benda bersama, 
dan tanah bersama sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dihitung  berdasarkan atas 
NPP.  
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Pasal 47 ayat: 
(1) Sebagai tanda bukti kepemilikan atas 
sarusun di atas tanah hak milik, hak guna 
bangunan, atau hak pakai di atas tanah 
negara, hak guna bangunan atau hak pakai 
di  atas tanah hak pengelolaan diterbitkan 
SHM sarusun.  
(2) SHM sarusun sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diterbitkan bagi setiap orang yang 
memenuhi syarat sebagai pemegang hak 
atas tanah.  
(3) SHM sarusun sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) merupakan satu kesatuan yang 
tidak terpisahkan yang terdiri atas:  
a. salinan buku tanah dan surat ukur atas 
hak tanah bersama sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-
undangan;  
b. gambar denah lantai pada tingkat rumah 
susun bersangkutan yang menunjukkan 
sarusun yang dimiliki; dan  
c. pertelaan mengenai besarnya bagian 
hak atas bagian bersama, benda 
bersama; dan 
d. tanah bersama bagi yang bersangkutan.  
(4) SHM sarusun sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diterbitkan oleh kantor pertanahan 
kabupaten/kota.  
(5) SHM sarusun dapat dijadikan jaminan utang 
dengan dibebani hak tanggungan sesuai 
dengan ketentuan  peraturan 
perundangan-undangan.  
Pasal 48 ayat: 
(1) Sebagai tanda bukti kepemilikan atas 
sarusun di atas barang milik negara/daerah 
berupa tanah atau tanah wakaf dengan 
cara sewa, diterbitkan SKBG sarusun.  
(2) SKBG sarusun sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) merupakan satu kesatuan yang 
tidak terpisahkan yang terdiri atas: 
a. salinan buku bangunan gedung;  
b. salinan surat perjanjian sewa atas tanah;  
c. gambar denah lantai pada tingkat rumah 
susun yang  bersangkutan yang 
menunjukkan sarusun yang  dimiliki; dan  
d. pertelaan mengenai besarnya bagian 
hak atas bagian  bersama dan benda 
bersama yang bersangkutan.  
(3) SKBG sarusun sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diterbitkan oleh instansi teknis 
kabupaten/kota yang bertugas dan 
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bertanggungjawab di bidang bangunan  
gedung. 
(4) SKBG sarusun sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat dijadikan jaminan utang 
dengan dibebani fidusia sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang- 
undangan.  
(5) SKBG sarusun yang dijadikan jaminan utang 
secara fidusia harus didaftarkan 
kekementerian yang  menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang  hukum. 
Pasal 49. Ketentuan lebih lanjut mengenai 
bentuk SHM sarusun dan SKBG sarusun dan 
tata cara penerbitannya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 47 dan Pasal 48 diatur dengan 
peraturan pemerintah. 
Sesuai uraian tersebut dapat dipahami 
Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat 
Kepemilikan Bangunan Gedung Sarusun (SKBG) 
merupakan bukti kepemilikan yang sah dan 
untuk memberikan kepastian hukum atas 
kepemilikan satuan rumah susun sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang 
Rumah Susun. SHM dapat dijadikan jaminan 
utang dengan dibebani hak tanggungan dan 
SKBG dapat dijadikan jaminan utang dengan 
dibebani fidusia sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundangan-undangan. 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 
Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta 
Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, 
Pasal 1 angka 1: Hak Tanggungan atas tanah 
beserta benda-benda yang berkaitan dengan 
tanah, yang selanjutnya disebut Hak 
Tanggungan, adalah hak jaminan yang 
dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 
5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut 
benda-benda lain yang merupakan satu 
kesatuan dengan tanah itu, untukpelunasan 
utang tertentu, yang memberikan kedudukan 
yang diutamakan kepada kreditor tertentu 
terhadap kreditor-kreditor lain. Pasal 1 angka 5. 
Akta Pemberian Hak Tanggungan adalah akta 
PPAT yang berisipemberian Hak Tanggungan 
kepada kreditor tertentu sebagai jaminan 
untukpelunasan piutangnya; 
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 
Tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1 angka 1. 
Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan 
suatu benda atas dasar kepercayaan dengan 
ketentuan bahwa benda yang hak 
kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam 
penguasaan pemilik benda.  
Pasal 1 angka 2. Jaminan Fidusia adalah hak 
jaminan atas benda bergerak baik yang 
berwujud maupun yang tidak berwujud dan 
benda tidak bergerak khususnya bangunan 
yang tidak dapat dibebani hak tanggungan 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang 
Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan 
yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi 
Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang 
tertentu, yang memberikan kedudukan yang 
diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap 
kreditor lainnya. 
Hubungan hukum antara orang/badan 
hukum dengan tanah merupakan hubungan 
perdata, artinya kewenangan orang/badan 
hukum untuk berbuat sesuatu atas tanah 
tersebut sebatas hak yang diberikan oleh 
negara (dalam hal ini yang mempunyai 
kewenangan publik) sebagaimana diatur dalam 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Jadi orang/badan hukum sebagai pemegang 
hak tidak boleh melakukan hal-hal di luar 
haknya.10  
Atas rumah susun berlaku juga ketentuan 
tersebut karena dalam undang-undang rumah 
susun dinyatakan bahwa pemilik satuan rumah 
susun adalah subjek yang memenuhi syarat 
sebagai pemegang hak atas tanah bersama. Jadi 
walaupun satuan rumah susun hanya 
bangunan/ruangan dalam pemilikannya tidak 
terlepas dari tanahnya. Hubungan hukum 
antara pemilik satuan rumah susun dengan 
satuan rumah susun yang bersangkutan juga 
meliputi hubungan hukum pemilik dengan 
tanah bersama, bahkan untuk dapat berstatus 
sebagai pemilik satuan rumah susun, 
orang/badan hukum harus memenuhi syarat 
sebagai pemegang hak atas tanah bersama.11 
Dalam lingkup hubungan perdata (kewenangan 
berbuat sesuatu atas tanah), pemegang hak 
dapat melakukan perbuatan hukum (perdata) 
atas tanah tersebut, juga bagi pemilik satuan 
rumah susun, antara lain jual-beli, hibah atau 
dijadikan jaminan utang.12 
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Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2011 tentang Rumah Susun telah dapat 
memberikan kepastian hukum, keadilan dan 
kemanfaatan bagi para pihak baik pelaku 
pembangunan sebagai penjual satuan rumah 
susun maupun pihak pembeli satuan rumah 
susun dan masyarakat. Oleh karena itu dalam 
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2011 tentang Rumah Susun perlu ditaati oleh 
semua pihak yang berkepentingan dan bagi 
pemerintah dan pemerintah daerah perlu 
melakukan pengawasan dalam pelaksanaan 
undang-undang ini. 
Pengakuan negara terhadap hak 
kepemilikan (property right) seperti 
diperlihatkan pada penegasan hak milik atas 
satuan rumah susun yang bersifat hak 
persorangan (individu atau individu-individu 
secara bersama atau badan hukum tertentu) 
ternyata mengikuti persyaratan subjek (siapa 
yang diperbolehkan menguasai) hak atas 
tanah.13  
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 
tentang Rumah Susun, menyatakan pada Pasal 
1 angka 21. Perhimpunan Pemilik dan Penghuni 
Sarusun yang selanjutnya disebut PPPSRS 
adalah badan hukum yang beranggotakan para 
pemilik atau penghuni sarusun. 
Adanya lembaga kemasyarakatan yang 
cukup unik dalam lingkungan hunian rumah 
susun yaitu perhimpunan penghuni 
memperlihatkan bahwa pemerintah masih 
maerasa harus campur tangan melalui 
pengaturan pranata sosial tersebut yang 
dianggapnya tidak kalah pentingnya dari 
pengaturan persyaratan teknis bangunan 
gedung. Hal ini dapat kita pahami bukan hanya 
dalam perspektif pentingnya kebersamaan 
dalam lingkungan hunian model vertical 
mengingat adanya bagian bersama, benda 
bersama, dan tanah bersama, melainkan juga 
demi keselamatan dan keamanan lingkungan 
hunian yang batas-batas fisiknya tidak lain 
adalah serba beton yang sesungguhnya bukan 
hanya mempunyai life time akan tetapi  juga 
bisa rentan terhadap kekuatan fisik eksogen 
seperti gempa dan petir yang beriplikasikan 
pada keharusan untuk merawat dan memonitor 
sistem bangunan gedung rumah susun secara 
bersama dan profesional (mempunyai 
                                                          
13
 Herman Hermit, Op.Cit, hal. 86. 
kompetensi teknik bangunan). Dengan 
perkataan lain bahwa kelayak huni sebuah 
bangunan gedung bukan tanpa batas usia 
material bangunan dan karenanya 
keberlanjutan fungsi huniannya akan menjadi 
lebih ditentukan oleh keputusan-keputusan 
bersama penghuni ataupun pemilik satuan-
satuan rumah susun melalui organisasi 
bernama perhimpunan penghuni.14 
Adanya Perhimpunan Pemilik dan Penghuni 
Sarusun (PPPSRS) sebagai badan hukum yang 
beranggotakan para pemilik atau penghuni 
sarusun merupakan bagian penting untuk 
membantu pihak pemerintah dan pemerintah 
daerah dalam melakukan pemantauan, evaluasi 
dan pelaporan mengenai penyelenggaraan 
rumah susun untuk kepentingan para pemilik 
atau penghuni sarusun serta melakukan 
pengawasan internal terhadap bentuk-bentuk 
perbuatan yang dilarang menurut Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah 
Susun. 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 
tentang Rumah Susun, mengatur mengenai 
larangan-larangan yang perlu diperhatikan oleh 
pemilik satuan rumah susun, sebagaimana 
dinyatakan dalam Pasal 101 ayat:  
(1)  Setiap orang dilarang:  
a. mengubah peruntukan lokasi rumah 
susun yang sudah ditetapkan; atau  
b. mengubah fungsi dan pemanfaatan 
rumah susun.  
(2)  Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dikecualikan apabila terdapat perubahan 
tata ruang. 
Pasal 103. Setiap orang dilarang 
menyewakan atau mengalihkan kepemilikan 
sarusun umum kepada pihak lain, kecuali 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2).  
Pasal 54 ayat:  
(1) Sarusun umum yang memperoleh 
kemudahan dari pemerintah hanya dapat 
dimiliki atau disewa oleh MBR.  
(2) Setiap orang yang memiliki sarusun umum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 
dapat mengalihkan kepemilikannya kepada 
pihak lain dalam hal:  
a. pewarisan;  
                                                          
14
 Ibid, hal. 105-106. 
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b. perikatan kepemilikan rumah susun 
setelah jangka waktu 20 (dua puluh) 
tahun; atau  
c. pindah tempat tinggal yang dibuktikan 
dengan surat keterangan pindah dari 
yang berwenang. 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 
tentang Rumah Susun, Pasal 1 angka 14. 
Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang 
selanjutnya disebut MBR adalah masyarakat 
yang mempunyai keterbatasan daya beli 
sehingga perlu mendapat dukungan 
pemerintah untuk memperoleh sarusun umum. 
Penjelasan Pasal 54 ayat (2) Huruf (a) Yang 
dimaksud dengan "pewarisan" adalah peralihan 
hak yang terjadi karena hukum dengan 
meninggalnya pewaris. Huruf (c) “Pindah 
tempat tinggal” antara lain karena pindah 
domisili, mengalami perubahan taraf hidup, 
lokasi pekerjaan pindah, dan terkena 
pemutusan hubungan kerja. Ayat (3) Yang 
dimaksud dengan “pengalihan” adalah 
pengalihan pemilikan dan dibuktikan dengan 
akta yang dibuat oleh PPAT untuk SHM sarusun 
dan oleh notaris untuk SKBG sarusun. 
Pasal 104 Setiap orang dilarang menghalang-
halangi kegiatan peningkatan kualitas rumah 
susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 
ayat (1), Pasal 62, Pasal 64, dan Pasal 65. 
Bentuk-bentuk larangan yang diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang 
Rumah Susun, perlu diperhatikan dan ditaati 
oleh pemilik atau penghuni rumah susun, 
sebagai wujud adanya kesadaran hukum untuk 
menjaga dan memelihara rumah susun untuk 
kepentingan bersama. Bagi pihak-pihak yang 
melanggar larangan-larangan sebagaimana 
telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2011 tentang Rumah Susun, perlu 
dikenakan sanksi hukum yang tegas. 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 
tentang Rumah Susun, Pasal 61 ayat:  
(1) Peningkatan kualitas wajib dilakukan oleh 
pemilik sarusun terhadap rumah susun 
yang:  
a. tidak laik fungsi dan tidak dapat 
diperbaiki; dan/atau  
b. dapat menimbulkan bahaya dalam 
pemanfaatan bangunan rumah susun 
dan/atau lingkungan rumah susun.  
(2) Peningkatan kualitas rumah susun selain 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan atas prakarsa pemilik sarusun. 
Pasal 62 ayat (1) Peningkatan kualitas 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 
dilakukan dengan pembangunan kembali 
rumah susun. (2) Pembangunan kembali rumah 
susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan melalui pembongkaran, penataan, 
dan pembangunan. 
Pasal 64 Penetapan peningkatan kualitas 
rumah susun sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 61 ayat (1) merupakan kewenangan 
pemerintah daerah.  
 Pasal 65 ayat:  
(1)Prakarsa peningkatan kualitas rumah susun 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat 
(2) dilakukan oleh:  
a. pemilik sarusun untuk rumah susun 
umum milik dan rumah susun komersial 
melalui PPPSRS;  
b. Pemerintah, pemerintah daerah, atau 
pemilik untuk rumah susun umum sewa 
dan rumah susun khusus; atau  
c. Pemerintah atau pemerintah daerah 
untuk rumah susun negara.  
(2)  Prakarsa peningkatan kualitas rumah susun 
yang berasal dari pemilik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a harus 
disetujui paling sedikit 60 % (enam puluh 
persen) anggota PPPSRS. 
 Peningkatan kualitas rumah susun 
merupakan upaya untuk menjaga dan 
memeliharan rumah susun guna kepentingan 
bersama. Hal ini memerlukan peningkatan 
peran dari Perhimpunan Pemilik dan Penghuni 
Sarusun (PPPSRS) sebagai badan hukum yang 
beranggotakan para pemilik atau penghuni 
sarusun yang paling mengetahui mengenai 
kondisi rumah susun apabila tidak laik fungsi 
dapat atau dapat menimbulkan bahaya dalam 
pemanfaatan bangunan rumah susun dan/atau 
lingkungan rumah susun. Peningkatan kualitas 
rumah susun melalui pembongkaran, penataan, 
dan pembangunan wajib dilakukan dan perlu 
adanya penetapan peningkatan yang 
merupakan kewenangan pemerintah daerah.  
Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah 
Susun.I.Umum, Undang-Undang ini 
memberikan kewenangan yang luas kepada 
Pemerintah di bidang penyelenggaraan rumah 
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susun dan memberikan kewenangan kepada 
pemerintah daerah untuk melakukan 
penyelenggaraan rumah susun di daerah sesuai 
dengan kewenangannya. Kewenangan yang 
diberikan tersebut didukung oleh pendanaan 
yang berasal dari anggaran pendapatan dan 
belanja negara maupun anggaran pendapatan 
dan belanja daerah. Undang-Undang ini 
mengatur penyelenggaraan rumah susun 
secara komprehensif meliputi pembinaan, 
perencanaan, pembangunan, penguasaan, 
pemilikan, dan pemanfaatan, pengelolaan, 
peningkatan kualitas, pengendalian, 
kelembagaan, tugas dan wewenang, hak dan  
kewajiban, pendanaan dan sistem pembiayaan, 
dan peran masyarakat. 
Proses jual beli atas Satuan Rumah Susun 
(SARUSUN) dan hak kepemilikan satuan rumah 
susun menurut Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2011 Tentang Rumah Susun diharapkan 
dapat memberikan kepastian hukum, keadilan 
dan kemanfaatan dalam melaksanakan hak dan 
kewajiban bagi pelaku pembangunan rumah 
susun dan pembeli rumah susun. 
Diperlukan adanya pemantauan, evaluasi 
dan pelaporan oleh pemerintah dan 
pemerintah daerah terhadap pelaksanaan 
penyelenggaraan rumah susun dengan 
melakukan kerjasama dengan semua pihak 
yang berkepentingan seperti: pelaku 
pembangunan rumah susun, pemilik satuan 
rumah susun, Perhimpunan Pemilik dan 





1. Jual beli atas Satuan Rumah Susun 
(SARUSUN) menurut Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah 
Susun yang dilakukan baik sebelum atau 
sesudah pembangunan rumah susun selesai, 
memerlukan bukti adanya Perjanjian 
Pengikatan Jual Beli (PPJB), Akta Jual Beli 
(AJB), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), 
Sertifikat Laik Fungsi, Sertifikat Hak Milik 
(SHM) dan Sertifikat Kepemilikan Bangunan 
Gedung Sarusun (SKBG), untuk memberikan 
kepastian hukum bagi pihak pelaku 
pembangunan sebagai penjual dan pembeli 
mengenai hak dan kewajiban para pihak.  
2. Hak kepemilikan atas Satuan Ruman Susun 
(SARUSUN) setelah terjadinya jual-beli, 
merupakan hak yang bersifat perseorangan 
yang terpisah dengan hak bersama atas 
bagian bersama, benda bersama, dan tanah 
bersama. Hak atas bagian bersama, benda 
bersama, dan tanah bersama dihitung 
berdasarkan atas Nilai Perbandingan 
Proporsional (NPP). Sebagai tanda bukti 
kepemilikan atas sarusun diterbitkan SHM 
dan Sertifikat Kepemilikan Bangunan 
Gedung Sarusun (SKBG). 
 
B. SARAN 
1. Proses jual beli atas Satuan Rumah Susun 
(SARUSUN), baik yang dilakukan sebelum 
atau sesudah pembangunan rumah susun 
selesai memerlukan pengawasan dari pihak 
pemerintah dan pemerintah daerah agar 
dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, untuk 
menjamin adanya kepastian hukum bagi 
pelaku pembangunan sebagai penjual dan 
pembeli satuan rumah susun. 
2. Hak kepemilikan atas Satuan Ruman Susun 
(SARUSUN) setelah terjadinya jual-beli 
memerlukan pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan, pengawasan, penindakan dan 
sanksi hukum terhadap pemilik satuan 
rumah susun apabila melakukan 
pelanggaran atas larangan-larangan yang 
telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun. 
Untuk melakukan ini pemerintah daerah 
dapat melakukan kerjasama dan koordinasi 
dengan pelaku pembangunan rumah susun, 
pemilik satuan rumah susun, Perhimpunan 
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